BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasi penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana memberikan
penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah khususnya dalam hal perbaikan jalan. Dinas PUPR Kota
Pekanbaru dalam hal ini memiliki kewenangan dalam melakukan
pembangunan dan perbaikan jalan yang ada di Kota Pekanbaru.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam
pelaksanaan asas desentralisasi yang belum berjalan dengan baik.
Alasan yang membuat mengapa masih banyak terdapat jalan yang
masih rusak di Kota Pekanbaru serta penerapan asas desentralisasi
yang belum berjalan dengan baik adalah terletak dari permasalahan
anggaran yang tidak mencukupi. Akibat anggaran yang tidak
mencukupi tersebut maka membuat Dinas PUPR Kota Pekanbaru
masih terkesan lama dalam menuntaskan perbaikan jalan tersebut.
Akibat hal tersebut akhirnya membuat penerapan asas desentralisasi

ini belum berjalan dengan baik khususnya dalam hal perbaikan jalan.
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2. Hambatan yuridis yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru
dalam pelaksanaan kewenangannya adalah penetapan status jalan
yang dilakukan melalui SK Walikota Nomor 231 Tahun 2024
merupakan suatu inkonsistensi atau ketidaksesuaian dengan
hierarkis suatu peraturan karena secara tidak langsung berdampak
pada pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Daerah mengenai
perubahan status jalan tersebut. Padahal mengenai perubahan status
jalan tersebut perlu diatur di dalam suatu peraturan yang lebih kuat
dan mengikat bukan hanya pada SK yang dikeluarkan oleh Kepala
Daerah. Akibat adanya hal tersebut, maka dampaknya Pemerintah
Daerah yang menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi tidak sesuai pada
bagian lampiran Undang-Undang tersebut.

3. Hambatan non yuridis yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota
Pekanbaru dalam pelaksanaan kewenangannya adalah masih
terdapatnya sumber daya manusia atau SDM yang kurang
berkompeten di bidangnya untuk melakukan perbaikan jalan yang
banyak, kemudian peralatan yang digunakan untuk memperbaiki
infrastruktur jalan yang masih kurang banyak dan juga terbatas
sehingga membuat para pekerja dalam melakukan perbaikan jalan
menjadi kewalahan untuk mengejar target perbaikan jalan yang

diharapkan, dan juga anggaran yang diberikan kepada Dinas PUPR
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Kota Pekanbaru yang masih kurang mencukupi untuk memenuhi

target perbaikan jalan yang diharapkan.

B. Saran

1. Dinas PUPR Kota Pekanbaru perlu meningkatkan pembuatan anggaran
dan rencana perbaikan jalan yang rusak agar dapat menunjang
pelaksanaan asas desentralisasi yang lebih baik.

2. Dinas PUPR Kota Pekanbaru perlu mengecek dan memastikan agar
setiap pelaksanaan kewenangan dalam hal perbaikan jalan tetap sesuai
pada pembagian urusan sebagaimana yang telah tercantum di dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Dinas PUPR Kota Pekanbaru perlu meningkatkan dan menambahkan
sumber daya manusia atau SDM agar dapat memperlancar perbaikan

jalan yang rusak di Kota Pekanbaru.

4. Dinas PUPR Kota Pekanbar perlu meningkatkan dan menambahkan
peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki jalan yang rusak agar
membuat para pekerja menjadi kewalahan untuk mengejar target
perbaikan jalan yang ditetapkan.

5. Pemerintah Pusat dapat memberikan anggaran kepada Dinas PUPR
Kota Pekanbaru sesuai dengan anggaran yang telah dibuat dan juga
dibutuhkan agar dapat menunjang banyaknya perbaikan jalan yang

rusak.
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